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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA
PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN EEPUBLIK INDONESIA,

Menimbang @ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyvusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di
Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Mengingat » 1. Pasal 17 avat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Momor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana  telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6373);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian  Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 209);

B.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor PIS/MENLHE-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian  Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  MENTEEREI  LINGEKUNGAN  HIDUP  DAN
KEHUTAMNAN TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSL,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ckosistern  berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam havati vang
didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.
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Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu vang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyva
sebagal Hutan tetap.

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yvang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistemn penvangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah,

Hutan  Produksi adalah Kawasan Hutan  yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan,
Tata Hutan adalah kegiatan menata ruang Hutan dalam
rangka pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan
vang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh
manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan  Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa
lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dat bukan
kayvu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu
serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara
optimal dan adil untuk kesejahteraan masvarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan Kawasan  adalah  kegiatan  untuk
memanfaatkan rang tumbuh  sehingga  diperoleh
manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat
ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi
utamanya,

Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak
merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk
memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa
kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi lungsi pokoknya.

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan
untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hotan
berupa bukan kavua dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
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11, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/ataun Bukan Kayu
adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik
berupa kayu dan/atau bukan kayu.

12, Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas
sebagian  Kawasan  Hutan  untuk  kepentingan
pembangunan  di luar kehutanan  tanpa  mengubah
status dan fungsi pokok Kawasan Hutan.

13. Kesatuan Pengelolaan Hutan vang selanjutnyva disingkat
KPH adalah wilayvah pengelolaan Hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, vang dikelola secara efisien,
cfektif, dan lestari.

14, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yvang selanjutnya
disingkat KPHL adalah KPH wvang luas wilayah
seluruhnya atauw  sebagian  besar terditi dari Hutan
Lindung.

15, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi vang selanjutnyva
disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah
seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan
Hutan Produksi.

16, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang selanjutnyva
disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan Hutan
untuk seluruh wilayah kerja unit KPHL atau unit KPHP
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

17. Reneana  Pengelolaan Hutan  Jangka  Pendek  yang
selanjuinyva disingkat EPHJPd  adalah  rencana
pengelolaan Hutan untuk kegiatan unit KPHL atau unit
KPHF dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

18, Peta  Dasar adalah  peta Rupa Bumi Indonesia
termutkahir yang ditetapkan oleh kepala badan yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang
informasi geospasial,

19, Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah peta indikatif
Pemanfaatan Hutan yvang ditetapkan oleh Menteri untuk
menjadi  acuan  pemberian Perizinan  Berusaha
Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan

Produksi.
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Hak Pengelolaan adalah penetapan pemerintah atas
pengelolaan Hutan wvang  diberikan  kepada Perum
Perhutani sebagal badan usaha milik negara bidang
kehutanan.

Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Hutan  yang
selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha
yvang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau  kegiatan Pemanfaatan
Hutan.

Sistem  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
Elektronilke (Online Single Submission) vang sclanjutnya
disebut Sistem 083 adalah sistem elekironil terintegrasi
vang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga 0S8
untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis
risiko.

Nomor Induk Berusaha vang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas hagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanyva.
Lembaga Pengelola dan  Penyelenggara 0SS vang
selanjutnya disebut Lembaga OS88 adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan Urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman maodal,
Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atao bulkti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
Fencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan  yang
selanjutnya disingkat RKUPH  adalah  rencana  kerja
untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka walktu 10
(sepuluh)  tahunan, antara lain memuat aspek
kelestarian Hutan, kelestarian usaha, aspek
keseimbangan lingkungan dan  pembangunan sosial
ekonomi masyarakat setempat,

Fencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan  yvang
selanjutnya  disingkat RKTPH adalah rencana kerja
dengan jangla waldtu 12 (dua belas) bulan yang disusun

berdasarkan RKUPH.

www.peraturan.go.id

2021, No.319



